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PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS, NASIONALISME, DAN 

SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

 
    

PENULIS  1)Dewi Kritina Limbong, 2)Sri Handayani 
    

    

ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sejauh mana pengaruh kepercayaan otoritas 

terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) untuk mengetahui rasa nasionalisme atas kepatuhan 

wajib pajak; (3) mengetahui sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu memprioritaskan peningkatan transparansi, 

akuntabilitas, dan kualitas layanan untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak. Selain itu, 

internalisasi nilai nasionalisme melalui edukasi perpajakan menjadi strategi penting dalam 

meningkatkan kepatuhan sukarela. Di sisi lain, kebijakan sanksi pajak perlu dievaluasi 

karena terbukti tidak signifikan, sehingga pendekatan persuasif dan berbasis kepercayaan 

lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara berkelanjutan. 

Ternyata masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mematuhi kewajiban 

perpajakannya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan data kualitatif dan 

data kuantitatif dari 103 responden. Metode pengambilan sampel adalah probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

anggota populasi untuk dijadikan sampel, kemudian hasil responden diproses berdasarkan 

metode analisis regresi linier berganda dari aplikasi pengolahan data SPSS versi 27. 

Terlihat bahwa: (1) kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh secara positif serta 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) nasionalisme berpengaruh secara positif 

serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi pajak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatan terbesarnya diperoleh melalui 

pajak. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2023 jumlah pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun, dimana pada tahun 

2023 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1,87 triliun, tumbuh 8,88 persen. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak merupakan suatu 

pendapatan dari negara dan ditempatkan oleh pemerintah sebagai usaha perwujudan salah satu 

kemandirian dan kewajiban kenegaraan sebagai rancangan pembiayaan dalam membiayai 

pembangunan (Rancangan pembiayaan pembangunan, 2021). Indonesia memiliki hukum yang 

mengatur wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan melaporkan 

pajaknya. Pemerintah juga berperan untuk mensosialisasikan dan melakukan inovasi yang akan 

berdampak pada kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, 

serta pemerintah harus meningkatkan sistem yang akurat dan penegakan hukum yang mengatur 

undang-undangan terhadap kepatuhan membayar pajak (Sinaga, 2020).  

Sistem self assessment mengharuskan wajib pajak untuk mencatat, menghitung, membayar dan 

melaporkan sendiri pajaknya (Ibrahim et al., 2020). Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak 

dipercayai sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran diri. Wajib 

Pajak tidak perlu menunggu otoritas pajak yang berwenang dalam menghitung dan penyetoran 

pajaknya. Penghitungan dan pembayaran pajak dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. 

Oleh karena itu, Wajib Pajak harus menyadari perlunya mematuhi kewajiban perpajakannya dan 

melaporkan SPT dengan patuh. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan perpajakan 

adalah tindakan seorang Wajib Pajak untuk menaati seluruh kewajiban perpajakannya dan 

melaksanakan hak perpajakannya secara benar dan tepat waktu. 

Peningkatan jumlah wajib pajak akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, yang akan 

digunakan untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan negara (B. N. Putri & Septriana, 

2020). Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara, sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai 

dari pajak. Sedangkan APBN merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara.  Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk memaksimalkan 

penerimaan pajak. Berikut ini ringkasan target dan realisasi pajak selama 4 tahun terakhir 

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai 1.248.415 triliun, 

pembayaran pajak mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 19,6% karena dampak dari pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan selama 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak 

melebihi dari 100% target penerimaan pajak, tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar 

Rp1.474.145,70 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3% serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan 

penerimaan pajak sebesar Rp1.943.654,80 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Dan 

penerimaan pajak di tahun terakhir (2023) sebesar Rp 2.089.718,30 triliun dengan pertumbuhan 

sebesar 8,9 persen. Meskipun penerimaan pajak di atas target realisasi, sebagian besar pendapatan 

bersumber dari pajak penghasilan (PPh), tetapi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh belum 

mencapai 100%. Dalam Laporan Tahunan DJP 2023 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 

hanya 848.755 Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan 2023. Terdiri dari SPT Tahunan 

Badan sejumlah 37.423 SPT dan SPT Tahunan Orang Pribadi sejumlah 848.755 SPT. Kepatuhan 

wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2023 mencapai 88%, dari total 19,4 juta 

wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan, baru 17,1 juta wajib pajak yang telah 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Laporan Tahunan DJP 2023). 

Banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain adalah 

kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak. Faktor pertama yang dapat 

memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Kepercayaan terhadap Otoritas. Otoritas 

merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang, institusi untuk membuat keputusan, 

menetapkan aturan, dan melaksanakan kebijakan yang mengatur tindakan individu (Zainudin et al., 

2022). Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang hanya dapat dikendalikan oleh 

pemerintah karena rasa percaya tidak dibentuk secara mendadak namun dibutuhkan sebuah proses 
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(Zainudin et al., 2022). Otoritas berasal dari legitimasi seperti hukum, tradisi, atau keahlian khusus, 

dan memainkan peran penting dalam pengelolaan tata tertib. Penelitian yang dilakukan (Faizal et al., 

2017) menunjukkan bahwa Kepercayaan terhadap Otoritas dapat memengaruhi kepatuhan pajak. 

Semakin besar kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas, semakin besar keinginan wajib pajak 

untuk membayar pajaknya, wajib pajak mempercayai otoritas karena wajib pajak menyadari bahwa 

kontribusi wajib pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial maka rasa percaya 

terhadap otoritas meningkat. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung lebih 

patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Harinurdin, 2021). 

Berdasarkan data bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta 

Cakung tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, tahun 2020 sebanyak 252.462 wajib pajak, tahun 

2021 sebanyak 266.561 wajib pajak dan tahun 2022 sebanyak 280.637 wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Berdasarkan data tersebut dalam kurun waktu dua 

tahun wajib pajak yang terdaftar tahun 2021- 2020 meningkat namun untuk yang lapor SPT menurun 

sebanyak 6.593 wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari rasio kepatuhan di KPP Pratama Jakarta 

Cakung tahun 2020-2022 untuk setiap tahunnya memiliki rasio yang tidak stabil bahkan menurun 

sebagai contoh pada tahun 2021 sebesar 28,20% dan di tahun 2022 sebesar 24,43%, berdasarkan data 

tersebut rasio kepatuhan turun sebanyak 3,77%. Uraian diatas tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung menjadi salah satu fenomena yang perlu di perhatikan karena 

berdasarkan data yang diperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung masih 

sangat terbilang rendah dan masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bahkan dari tahun 2020-

2022 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung belum mencapai 

50%. 

Penelitian ini termotivasi dari adanya hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda karena 

adanya (research gap) dan ingin membahas kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sekarang 

sedang pemerintah pantau di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya terdapat 

perbedaan lokasi, peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kepatuhan membayar pajak pribadi, 

seperti nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas. Sedangkan peneliti ini 

memperluas fokus dengan adanya perubahan variabel tingkat pendapatan menjadi sanksi pajak 

sebagai variabel independen. Alasan penulis memilih sanksi pajak karena memberikan sudut pandang 

baru terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali 

terkait beberapa faktor tersebut ditambah dengan adanya variabel kepercayaan terhadap otoritas, 

nasionalisme, dan sanksi pajak sebagai variabel yang mungkin dapat memperkuat atau memperlemah 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Kepatuhan 

Teori kepatuhan (compliance theory) adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap 

perintah atau peraturan, dan tunduk pada ajaran yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Teori 

kepatuhan ini dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu 

membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu dapat menguntungkan wajib pajak 

karena mereka tidak akan dikenakan sanksi karena keterlambatan membayar pajak. Menurut (Tahar 

& Kartika Rachman, 2014) kepatuhan pajak diartikan sebagai kewajiban pelaksanaan perpajakan 

serta merupakan tanggung jawab kepada Tuhan dalam memenuhi semua kewajiban tersebut. Tingkat 

kepatuhan pajak yang tinggi diperlukan agar wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dan termotivasi 

dalam penegakan pajak. Hal tersebut merupakan tujuan dari self assessment system wajib pajak 

dipercayai sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran diri dalam 

menghitung dan penyetoran pajaknya. Penghitungan dan pembayaran pajak dilaporkan melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT) Pajak. 
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2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak yang lengkap dan jelas, 

menghitung, dan membayar pajak yang harus dibayar dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang 

ter hutang kepada negara, sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang yang imbalannya tidak diterima 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kepentingan kemakmuran rakyat”. 

 

2.3 Kepercayaan Terhadap Otoritas 

Kepercayaan Terhadap Otoritas pajak adalah harapan wajib pajak terhadap kinerja otoritas 

pajak dengan mengutamakan pelayanan, pertolongan, penjagaan, dan kesiapan dalam menyiapkan 

seluruh kebutuhan wajib pajak (Zainudin et al., 2022). Kepercayaan terhadap otoritas pemerintah dan 

hukum akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan adanya transparansi atas 

penggunaan dana dan adanya hukum yang tegas maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak 

akan meningkat.  

 

2.4 Nasionalisme 

Nasionalisme adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negara sendiri, 

serta berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap 

individu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yulianti Tirza & Satyawati Endang, 2021). 

Nasionalisme juga dibuktikan melalui partisipasi warga negara terhadap pembangunan negara dan 

mematuhi kewajibannya membayar perpajakan atas dasar cinta tanah air (Tambun & Ananda, 2022). 

 

2.5 Sanksi Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar 

peraturan. Menurut Mardiasmo (2018:62) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

1) Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Kepercayaan pada pemerintah  hanya bisa dikendalikan oleh pemerintah karena kepercayaan 

tidak terjadi begitu saja dan butuh proses (Zainudin et al., 2022). Individu yang percaya pada 

sistem hukum dan pemerintah akan mematuhi seluruh aturan yang ada, termasuk membayar pajak 

(Zainudin et al., 2022). Kepercayaan pada otoritas pajak mengacu pada penilaian tentang hasil 

yang bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan kinerja dan kebijakan yang diterapkan oleh 

otoritas pajak. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini, otoritas pajak seharusnya 

mempertahankan reputasi dan kepercayaan masyarakat Indonesia dengan menghasilkan 

keuntungan dari hasil pemungutan pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari et al., 2022). 

H1:  Kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak                              

Orang Pribadi. 

2) Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Nasionalisme ialah pemahaman (pengajaran) dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap 

negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup serta rasa memiliki terhadap 

suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, 

kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan 

warga negara tentang cintanya (Tambun & Haryati, 2022). Nasionalisme ekonomi memiliki 

potensi untuk mempengaruhi berbagai industri yang berhubungan dengan jasa (Rammal et al., 
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2022). Dalam penelitian (Hanifah & Yudianto, 2019) menunjukkan bahwa nasionalisme 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut juga selaras 

dengan penelitian yang dilakukan (Chetisa Putri & Venusita, 2019) yang menunjukkan pengaruh 

positif. Penelitian menurut (Tambun & Haryati, 2022) membuat kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  

H2:  Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran peraturan pajak dikenal sebagai sanksi pajak. Menurut 

Mardiasmo (2018:62) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.  Hasil Penelitian yang dilakukan 

(Agustini & Widhiyani, 2019) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) sanksi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan memakai pengukuran berdasarkan 

data primer. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Timur Cakung. Sampel diperoleh dari penyebaran 

kuesioner dalam bentuk google form. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen yaitu kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme dan sanksi pajak terhadap variabel 

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

 

3.2 Pengukuran 

Definisi Operasional variabel dibuat untuk memudahkan pengumpulan data serta pengukuran 

terhadap suatu variabel dengan berdasarkan pada suatu konsep yang dapat diamati. Berdasarkan 

hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti, maka variabel penelitian ini yaitu Kepercayaan Terhadap 

Otoritas (X1), Nasionalisme (X2), Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). 

Penelitian ini dikembangkan melalui kuesioner dengan data ordinal yaitu menggunakan skala likert 

dengan 4 jawaban antara lain ST (Sangat Setuju) dengan poin 4, S (Setuju) dengan poin 3, TS (Tidak 

Setuju) dengan poin 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan poin 1. 

Tabel 1. Variabel Operasional dan Pengukurannya 

No Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

(Y) 

(Sari et al., 

2022) 

 

 

1. Saya mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menjadi 

Wajib Pajak dan memiliki NPWP. 

2. Saya memastikan informasi yang saya masukkan dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah benar dan lengkap. 

3. Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum 

batas waktu yang ditentukan. 

4. Saya memahami bagaimana cara menghitung pajak penghasilan (PPh) 

yang menjadi kewajiban saya. 

5. Saya membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang saya peroleh. 

Skala Likert 

1 - 4 

2. Kepercayaan  

Terhadap 

Otoritas (X1) 

(Yuli 

Prastyatini & 

1. Saya merasa otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan 

tugasnya dengan adil dan transparan. 

2. Saya percaya bahwa otoritas pajak mampu mengelola pajak yang saya 

bayarkan dengan baik. 

3. Otoritas pajak memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai 

kewajiban perpajakan. 

Skala Likert 

1 - 4 



1)Dewi Kritina Limbong, 2)Sri Handayani 

 
JABISI  17 / 28 

Rahmawati, 

2023) 

4. Layanan yang diberikan membantu meningkatkan kepercayaan saya 

terhadap otoritas pajak. 

5. Saya yakin otoritas pajak dapat mengelola dana pajak dengan 

transparan dan akuntabel. 

3. Nasionalisme 

(X2) 

(Tambun & 

Ananda, 2022) 

 

1. Saya merasa membayar pajak adalah tanggung jawab moral sebagai 

warga negara Indonesia. 

2. Membayar pajak adalah wujud nyata dari rasa cinta saya kepada 

Indonesia. 

3. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan berkontribusi pada 

pembangunan bangsa. 

4. Saya merasa bangga menjadi bagian dari warga negara yang taat pajak. 

5. Saya percaya bahwa membayar pajak mendukung keberlanjutan 

Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri. 

Skala Likert 

1 - 4 

4. Sanksi Pajak 

(X3) 

(Hantono & 

Sianturi, 2022) 

1. Ancaman sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam melaporkan 

dan membayar pajak. 

2. Saya mematuhi kewajiban pajak saya untuk menghindari risiko terkena 

sanksi. 

3. Saya merasa bahwa sanksi pajak yang diterapkan cukup adil dan 

proporsional. 

4. Saya memastikan bahwa perhitungan pajak saya sesuai dengan aturan 

yang berlaku, bahkan tanpa pengawasan dari otoritas pajak. 

5. Saya merasa bahwa sanksi pajak yang tegas (tidak dapat 

dinegosiasikan) mendorong saya untuk lebih taat pada aturan 

perpajakan. 

Skala Likert 

1 - 4 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisis Data Penelitian  

4.1.1 Uji Validitas 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 
Item Pertanyaan (Y) Nilai r Hitung Nilai r Tabel Keterangan 

Y 1.1 0,352 0,1614 Valid 

Y 1.2 0,462 0,1614 Valid 

Y 1.3 0,685 0,1614 Valid 

Y 1.4 0,711 0,1614 Valid 

Y 1.5 0,660 0,1614 Valid 

Item Pertanyaan (X1) 

X 1.1 0,775 0,1614 Valid 

X 1.2 0,810 0,1614 Valid 

X 1.3 0,820 0,1614 Valid 

X 1.4 0,753 0,1614 Valid 

X 1.5 0,884 0,1614 Valid 

Item Pertanyaan (X2) 

X 2.1 0,489 0,1614 Valid 

X 2.2 0,448 0,1614 Valid 

X 2.3 0,792 0,1614 Valid 

X 2.4 0,653 0,1614 Valid 

X 2.5 0,657 0,1614 Valid 

Item Pertanyaan (X3)  

X 3.1 0,388 0,1614 Valid 

X 3.2 0,617 0,1614 Valid 

X 3.3 0,771 0,1614 Valid 

X 3.4 0,727 0,1614 Valid 

X 3.5 0,608 0,1614 Valid 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat informasi mengenai validitas dari masing-masing 

instrumen yang mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang mengukur Kepatuhan 

Wajib Pajak lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh karena itu dari ke seluruh 

pernyataan yang mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan valid sehingga seluruh 

daftar pernyataan digunakan pada kuesioner yang sesungguhnya. Pada variabel Kepercayaan 

Terhadap Otoritas terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang 

mengukur Kepercayaan Terhadap Otoritas lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh 

karena itu dari keseluruh pernyataan yang mengukur variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas dapat 

dikatakan valid. Pada variabel Nasionalisme terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh 

nilai rhitung yang mengukur Nasionalisme lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh 

karena itu dari keseluruh pernyataan yang mengukur variabel Nasionalisme dapat dikatakan valid. 

Pada variabel Sanksi Pajak terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang 

mengukur Sanksi Pajak lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh karena itu dari ke 

seluruh pernyataan yang mengukur variabel Sanksi Pajak dapat dikatakan valid. 

 

4.1.2. Uji Reabilitas 

    Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Per Variabel 

Variabel Nilai Cronbach Alpha 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,509 

Kepercayaan Terhadap Otoritas (X1) 0,868 

Nasionalisme (X2) 0,577 

Sanksi Pajak (X3) 0,608 
Sumber : Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya nilai dari Cronbach’s Alpha pada variable Kepatuhan 

Wajib Pajak dan Nasionalisme diatas, yaitu nilai Cronbach’s < 0,60 yang berarti cukup reliabel. Nilai 

dari Cronbach’s Alpha pada variable Kepercayaan Terhadap Otoritas dan Sanksi Pajak diatas, yaitu 

nilai Cronbach’s > 0,60 yang berarti reliabel. 

 

4.1.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan terhadap 103 sampel. Salah satu cara untuk melihat normalitas data adalah 

dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian dapat dikatakan 

normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. 

 
Gambar 1. Normal P-P Plotof Regression Standardardized Residual 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 
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Berdasarkan gambar 1 diatas bahwa PP Plot Residual diatas menunjukkan bahwa titik-titik 

terlihat sedikit mendekati dari garis diagonal, sehingga data memenuhi syarat normalitas data. 

 

4.1.4 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kepthn_WPOP 103 3,20 4,00 3,8058 0,20284 

Keprcyn_Otorts 103 3,00 4,00 3,6039 0,39106 

Nasionalisme 103 3,40 4,00 3,9631 0,11461 

Sanksi_Pjk 103 3,20 4,00 3,9534 0,13197 

Valid N  103         
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Variabel kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap otoritas, nasionalismen sanksi pajak 

yang masing-masing variable terdiri dari 5 butir pernyataan. Dalam penelitian ini untuk pemberian 

pernyataan kuesioner antara 1-4 dimana 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3 = setuju, 4= sangat 

setuju. Sedangkan untuk melihat nilai rangenya itu 1= sangat rendah, 2= rendah, 3= tinggi, 4= sangat 

tinggi. Dari hasil uji deskriptif ini memberikan informasi mengenai rata-rata responden menjawab 

pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak menuju kearah setuju dan tergolong tinggi nilai 

range ada di 4. 

 

4.1.5 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Salah satu cara dalam mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Dikatakan tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi jika nilai tolerance > 0,1 dan 

variance inflation factor (VIF) < 10. 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Keprcyn_Oto 0,857 1,167 

Nasionalisme 0,869 1,150 

Sanksi_Pjk 0,977 1,024 
a. Dependent Variable: Kepthn_WP 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen terdiri dari kepercayaan terhadap 

otoritas (X1), nasionalisme (X2), sanksi pajak (X3) mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 serta nilai 

VIF dibawah 10, yang artinya menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi multikolinearitas 

diantara variabel independennya dalam model regresi, sehingga dapat digunakan dalam penelitian. 

 

4.1.6 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika pada grafik plot 

membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika pada grafik plot tidak 

membentuk pola yang jelas atau titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut 

ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas. 
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Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Berdasarkan pada gambar diatas, dapat dilihat informasi mengenai hasil uji Heteroskedastisitas 

melalui grafik scatterplot dapat disimpulkan bahwa grafik plot menunjukkan tidak aman dari 

heteroskedastisitas pada model regresi. Hal tersebut dikarenakan pada grafik plot membentuk adanya 

pola tertentu atau titik-titik yang tidak menyebar secara acak baik diatas maupun di bawah angka nol 

pada sumbu Y. 

Tabel 6. Hasil Uji Glesjer 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,303 0,403 
 

0,751 0,455 

Keprcyn_Oto 0,016 0,027 1,071 0,598 0,551 

Nasionalisme -0,017 0,088 -0,023 -0,197 0,845 

Sanksi_Pjk -0,044 0,067 0,074 -0,663 0,509 

a. Dependent Variable: ABS_Res1 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak aman dari heteroskedastisitas pada 

model regresi, maka dilakukan uji glesjer dengan syarat: sig > 0,05. Hasilnya sig untuk seluruh 

variabel > 0,05 dan menunjukkan hasilnya aman dari heteroskedastisitas.  

 

4.1.7 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada atau tidak ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau 

periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. dengan 

kriteria jika: 

1) DU < DW < 4-DU maka Ho diterima (tidak terjadi autokorelasi). 

2) DW > DU atau DW >4-DU maka Ho ditolak (terjadi autokorelasi). 

3) DU < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DU maka tidak ada keputusan yang pasti. 

Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel 

independen yaitu kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak dan variabel 

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut. 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .452a .205 .175 .14233 1.784 
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Nasionalisme, Keprcyn_Oto 

b. Dependent Variable: Kepthn_WP 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson 1, 784. Dengan ketentuan bahwa DU < 

DW < 4-DU, maka dilihat nilai DU tabel sebesar 1.7210. Artinya dapat dihitung 1.7210 < 1.784 < 4 

- 1.7210 = 1.7210 < 1.784 < 2.279. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini aman 

auto korelasi. 

 

4.1.8 Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,422 3 0,141 6,945 .000b 

Residual 1,641 81 0,020 
  

Total 2,063 84 
   

a. Dependent Variable: Kepthn_WP 

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Nasionalisme, Keprcyn_Oto 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H01 ditolak, dan Ha1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara Bersama-sama antara Kepercayaan Terhadap Otoritas, 

Nasionalisme, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

4.1.9 Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,803 0,677 
 

2,662 0,009 

Keprcyn_Oto 0,100 0,045 0,240 2,243 0,028 

Nasionalisme 0,425 0,147 0,308 2,894 0,005 

Sanksi_Pjk -0,007 0,112 -0,006 -0,064 0,949 

a. Dependent Variable: Kepthn_WP 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

1) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,028. Nilai 0,028 lebih kecil 

dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H02 ditolak, dan Ha2 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif (+) Kepercayaan Terhadap Otoritas terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

2) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,005. Nilai 0,005 lebih kecil 

dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H03 ditolak, dan Ha3 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif (+) Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 
3) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,949. Nilai 0,949 lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H04 diterima, dan Ha3 ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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4.1.10 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dalam 

penelitian ini digunakan tabel hasil pengujian koefisien seperti yang terdapat pada tabel 4.18 Hasil 

uji statistik t. 

Tabel 4. 1 Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,803 0,677 
 

2,662 0,009 

Keprcyn_Oto 0,100 0,045 0,240 2,243 0,028 

Nasionalisme 0,425 0,147 0,308 2,894 0,005 

Sanksi_Pjk -0,007 0,112 -0,006 -0,064 0,949 

a. Dependent Variable: Kepthn_WP 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut: 

Persamaan Regresi. 

• Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3  + е 

• Y= 1,803 + 0,100X1 + 0. 425 X2 - 0,007 X3 

 

4.1.11 Uji Koefisien Determinan (R²) 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R²) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .452a 0,205 0,175 0,14233 
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Nasionalisme, Keprcyn_Oto 

b. Dependent Variable: Kepthn_WP 
Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan yang sudah 

disesuaikan (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,175 atau sebesar 17,5%. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yang diteliti yaitu kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak 

hanya mampu memberikan informasi untuk memprediksi variabel dependennya hanya 17,5%. 

Sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti tarif pajak, pengetahuan perpajakan, 

pelayanan fiskus, tingkat pendapatan dan yang lainnya. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Nasionalisme, dan Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kepercayaan terhadap otoritas, 

dan sanksi pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Bentuk pengaruh variabel bahwa kepercayaan terhadap otoritas, 

dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 

positif. Hal ini berarti semakin baik kesadaran wajib pajak disertai dengan semakin tinggi nilai 

nasionalisme dan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung semakin 

baik atau meningkat. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi 

pajak, maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak oleh wajib pajak cenderung semakin menurun 

bahkan semakin buruk. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di 
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dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya 

dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila wajib pajak telah 

memenuhi syarat-syarat dan peraturan yang berlaku dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat 

memaksimalkan kewajibannya dan memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin bagi warga 

negara apabila wajib pajak mewujudkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhannya diantaranya 

kepercayaan terhadap otoritas, dan sanksi pajak. 

Kepercayaan Terhadap Otoritas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

masyarakat mengerti dan paham akan manfaat dari pajak dan penting membayar pajak. Kepercayaan 

terhadap otoritas adalah wajib pajak akan percaya apabila aliran dana dari pajak yang digunakan 

transparan disertai bukti nyata seperti pembangunan yang bermanfaat untuk umum sehingga hasilnya 

dapat dinikmati masyarakat, hal ini akan membuat wajib pajak bersikap patuh membayar pajak, dan 

suatu keadaan dimana wajib pajak sadar dan tahu akan penting dan manfaat dari pajak itu sendiri. 

Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan dan 

manfaat membayar pajak maka pemerintah akan memiliki aset tersendiri dalam rangka memenuhi 

pembangunan pemerintah. 

Nasionalisme adalah nilai-nilai rasa nasional yang dianut oleh seseorang sebagai warga negara 

sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negaranya sendiri, serta berkontribusi 

terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap individu dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengimplementasi nilai nasionalisme dalam 

kehidupan sehari-hari maka dalam hal ini wajib pajak akan patuh karena wajib pajak beranggapan 

bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. 

Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan adanya salah 

satu modernisasi perpajakan yang memberikan sanksi rendah sampai dengan sanksi yang tinggi 

kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan pajak. Sanksi Pajak adalah merupakan alat 

pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan dengan diterapkannya 

sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas, 

Nasionalisme, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuli 

Prastyatini & Rahmawati, 2023) secara simultan bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas berpengaruh 

positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh 

(Krisna & Ab, 2021) secara simultan bahwa Nasionalisme berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (S. H. Putri & Afiqoh, 2023) 

secara simultan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

 

4.2.2 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui kepercayaan terhadap otoritas 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa terdapat pengaruh positif (+) 

kepercayaan terhadap otoritas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap 

otoritas adalah suatu kondisi dimana wajib pajak percaya terhadap kinerja otoritas perpajakan dengan 

mengutamakan pelayanan, pertolongan, penjagaan, dan kesiapan dalam menyiapkan seluruh 

kebutuhan wajib pajak (Zainudin et al., 2022). Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap otoritas 

maka mendorong wajib pajak untuk memenuhi pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pemerintah 

dengan adanya transparansi atas penggunaan dana dan adanya hukum yang tegas maka kemauan 

wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.  

Berpengaruhnya kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

disebabkan karena wajib pajak menyadari bahwa dengan rasa percaya yang tinggi terhadap otoritas 



Pengaruh Kepercayaan terhadap Otoritas, Nasionalisme, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 
JABISI  24 / 28 

pajak akan membantu pemerintah dalam pengelolaan negara dan meningkatnya kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan pajak karena masyarakat sadar bahwa dengan membayar pajak masyarakat 

tahu akan penting dan manfaat dari pajak itu sendiri yaitu untuk pembangunan. Karena masyarakat 

sadar akan penting dari tingginya rasa percaya terhadap otoritas pajak maka masyarakat akan patuh 

membayar pajak karena masyarakat tahu jika pajak yang diberikan pemerintah maka pemerintah akan 

menggunakan untuk pembangunan dan jika pembangunan ini lancar dibangun oleh pemerintah dan 

yang menikmati sendiri adalah masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka 

semakin tercapainya target yang diharapkan oleh pemerintah. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuli Prastyatini & 

Rahmawati, 2023) secara parsial bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas berpengaruh positif 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan (Toniarta & 

Merkusiwati, 2023) secara parsial bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas berpengaruh positif 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

4.2.3 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nasionalisme berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa terdapat pengaruh positif (+) secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Nasionalisme dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena nilai-nilai 

yang didapat mengenai ajaran-ajaran, dan peraturan serta perilaku wajib pajak menerapkan ke dalam 

kehidupannya sehari-hari dalam hal ini wajib pajak sebagai warga negara.  

Rasa nasionalisme tentunya mengajarkan patuh dan taat terhadap pimpinan dan apa yang 

menjadi kewajiban harus ditaati. Begitu pun dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah 

sebagai wajib pajak harus taat dalam membayar pajak. Nasionalisme membentuk faktor motivasional 

Wajib Pajak untuk taat kepada negara dengan patuh terhadap perpajakan. Berkaitan dengan 

pemungutan pajak, nasionalisme yang dianut oleh Wajib Pajak tidak mengajarkan untuk melakukan 

penghindaran pajak. 

Berpengaruhnya nasionalisme nilai-nilai rasa nasional yang dianut oleh seseorang sebagai 

warga negara sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negaranya sendiri, serta 

berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap individu 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengimplementasi nilai nasionalisme dalam 

kehidupan sehari-hari maka dalam hal ini wajib pajak akan patuh, karena wajib pajak beranggapan 

bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Karena Semakin besar nasionalisme wajib pajak 

kepada negara maka mereka akan rela membayar pajak. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Krisna & Ab, 2021) 

secara parsial bahwa Nasionalisme berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan oleh (Yuli Prastyatini & Rahmawati, 2023) secara parsial 

bahwa Nasionalisme berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien 

determinasi menunjukkan kontribusi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi.  

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. Hasil penelitian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Jakarta Cakung tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan wajib pajak 

mengetahui sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila telat atau tidak 

membayar pajaknya ini dilihat dari indikator penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat membuat wajib pajak mematuhi 

peraturan yang berlaku dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

Tidak berpengaruhnya Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena, meskipun 

pemerintah membuat berat atau rendahnya sanksi pajak itu tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib 

pajak. Karena wajib pajak akan tetap patuh melakukannya kewajibannya sebagai warga negara yang 

mematuhi aturan. Wajib Pajak tetap patuh pada kewajibannya karena wajib pajak bekerja dikantoran 

yang artinya, pajak yang harus dibayar sudah dibayarkan langsung melalui perusahaan. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (S. H. Putri & Afiqoh, 

2023) secara parsial bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Sedangkan peneliti (Nasiroh & Afiqoh, 2023) secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

V. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepercayaan terhadap otoritas, 

nasionalisme, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama 

Jakarta Cakung tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kepercayaan terhadap otoritas, 

nasionalisme, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan 

secara parsial dari variabel kepercayaan terhadap otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak.  

3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan 

secara parsial dari variabel nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.  

4) Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh 

positif signifikan dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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